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Tanggal Efelkt’ : 26 Juni 2018 Tanggal Pengembaiian Uang Pemesanan 3 Juli2018
Iasa Penawaran Umum 3 28-29.Juni 2018 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik 4 Juli 2018
Tanggal Penjatahan x 2Juli 2018 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indaonesia & Juli 2018

T EORMASTDALAN PROSPEKTUS NI MASTH DAPAT DILENGKAF! DAN/ATAU DIUBAH, FERNYATAAN PENDAFTARAN EFER INI TELAH DISANMPAIKAN KEPADA DTORITAS JASA
KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. PROSPEKTUS INI HANYA DAPAT DIGUMAKAN DALAM RANGHKA
PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI, EFEK INI TIDAK DAPAT DUUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA
KEUANGAN MENJADI EFEKTIF, PEMESANAN MEMBELI EFEX [N HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPLIRY AL
KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

STORITAS JASA KEUANGAN ["OJR") TIDAR WEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KEGUKUPAN 18| PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAFAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTAS| DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN,

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERU) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGAS]I BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
SEMUA INFORMAS!, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS NI
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PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
Kegiatan Usaha utama:
Jasa Kepelabuhanan
Berkedudukan di Ind .
Kantor Pusat :
JI. Soekama No. 1

Makassar, Sulawesi Selatan - 90173

Tal (+62411)-3616540

Ym u_kwkl\k Fax. (+62411) 3619044
Website - wwawv inaportd coid
E-mail . humas@inaporid co.id
Cabang:
Memilikl 25 (dua puluh limz) Cabang yang tersebardi 11 (sebelas) Provinsi Sulewesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Ulara, Gorontale Kalimantan Timur, Kaimantan
Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat
PROSPEKTUS PENAWARAN UMUNM

OBLIGASI | PELINDO IV TAHUN 2018 ("OBLIGASI")
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPLAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penub (Full Commitment) yang terdin dari 3 {tiga) seri sebagai berikut:

Seri A Jumizh Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp380 000.000,000,- (tiga ratus delagan puluh riliar Rupiah) dangan lingkat bunga tetap sebesar 8 00% (delapan koma nol nol persen)

per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) ahun ssjak Tanggal Emisi..

Ser B Jumish Pokek Ctligasi Seri B sebesar Rp1 820000 000.000,- (satu trillun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,15% (sembilan kama
satu lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 {lujh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sen C 5 Jumlah Pokak Obligasi Seri B sebesar Rp800.000.000.000 - (delapan ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8.35% (s2mbilan koma tiga lima persen) per tahun

dengan jangka waktu 10 [sepuluh) 1ahun sejek Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan satiap triwulan, dimana Bunga Obligasi periama akan dinayarkan pada tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan Bunga Cbligasi terakhir sekaligus dengan palunasan
Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2023 uniuk Obligasi Seri A, tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGAS! INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSERDAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG
TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGAS! IN| SESUAI DENGAN KETENTUAN
DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGAS] ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK
KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALl HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DWAMIN SECARA KHUSUS
DENGAN KEKAY AAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARIL
PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAFAT DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI
DENGAN HARGA PASAR, PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGAS| DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK, PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI
BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL FENJATAHAN, PEMBELIAN KEMEAL! OBLIGASI (BUY BACK) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL
TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSERCAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PEMBELIAN KEMBAL| OBLIGAS|
TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI
TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. RENGANA FEMBELIAN KEMBALI OBLIGAS| WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI
KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGAS| , BARU DAFAT DILAKUKAN
SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI . PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN
BEREAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIOMAL PALING LAMBEAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI
DIMULAI, KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBAL| DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTANA VANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL DAN PROYEK. RISIKORISIKD USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB V l

TENTANG RISIKO USAHA.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBEL] OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAN PENAWARAN UMUM IN| YANG ANTARA
LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGAS! SEBAGAI INVESTAS! JANGKA PANJANG.
PERSERCAN HANYA MENERBITRAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN
DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DAL AM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEL
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGAS! NI, PERSERDAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGHATAN ATAS OBLIGASI DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idAA
(Dauble A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB | PROPEKTUS INL
Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGAS!

. " = CGSCIMB
(" Danareksa INDOPREMIER mandin YBNI @cosc
o sekuritas Sekuritas PT CGS-ONE Seturtas ndonesa
PT DANAREKSA SEKURITAS PT PT BNI SEKURITAS PT CGS-CIMB SEKURITAS
(Terafil PTINDO PREMIER SEKURITAS 11 anniR) SEKURITAS (Terafiliasi) (Terafiiasi) INDONESIA
PENAWARAN OBLIGAS! INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
WALI AMANAT

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2018

Y\ \Qﬁ)mr\i&?
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PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut (“Perseroan”) telah
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi |
Pelindo IV Tahun 2018 (“Obligasi’) kepada OJK dengan surat No. 17A/PPEIV.003/1/PI.IV-2018 pada tanggal
13 April 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8
Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64
Tahun 19985, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut
“Undang-Undang Pasar Modal” atau "UUPM").

Perseroan akan mencatatkan Obligasi kepada BEI, sesual dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
yang dibuat antara Perseroan dan BEI No. S-00005/BEI.PP2/05-2018 tanggal 7 Mei 2018. Apabila syarat-
syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan
pembayaran pesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan
ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (‘Bapepam dan LK") No. Kep-122/BL/2009
Tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“Peraturan No.
IX.A27).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung
jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan
masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, serta kode
etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk
memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak
diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emis| Obligasi.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan
Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam
Undang-Undang Pasar Modal kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang terafiliasi dengan
Perseroan melalu kepemilikan saham Negara Republik Indonesia, Keterangan lebih lanjut mengenai
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi
Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

PT Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi
Obligasi adalah terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. PT Indo Premier Sekuritas dan PT CGS-CIMB
Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan,
baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Keterangan lebih lanjut
mengenai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi.

SENAWARAN UMUM OBLIGASI NI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG |
ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR
WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK
DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGAS! TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN.
KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH
| INDONESIA TERSEBUT. J

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH
PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA
TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI & SINGKATAN

Afiliasi

Agen Pembayaran

Bank Kustodian

Bapepam

Bapepam dan LK

BEI

Bunga Obligasi

Bursa Efek

Daftar Pemegang
Rekening

Denda

i
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Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM,

yaitu;

e Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampali
derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

e Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris
dari pihak tersebut;

e Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau
lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

¢ Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan
tersebut;

e Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

e Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan
Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran
Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda
(jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian Agen Pembayaran.

Berarti berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK
untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan
kewajibannya.

Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan
penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember
2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Berarti PT Bursa Efek Indonesia.

Berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus
dibayar oleh Persercan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi
yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5
Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek
pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara
mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT. Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan
tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui
Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEIl yang
memuat keterangan, antara lain: nama, jumiah kepemilikan Obligasi,
status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan
data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI

Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan
kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, yaitu
sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi
masing-masing Seri Obligasi dari jumliah dana yang terlambat dibayar,
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Dokumen Emisi

EBITDA

Efek

Emisi

Entitas Anak

Entitas Asosiasi

Force Majeure

Hari Bank

Hari Bursa

Hari Kalender

Hari Kerja

Jaminan

Kemenkumham

Jumlah Terutang
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yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan
dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah
360 (tiga ratus enam puluh) Hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
puluh) Hari.

Berarti :

- Akta Pengakuan Hutang;

- Perjanjian Perwaliamanatan;

- Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;

- Perjanjian Agen Pembayaran;

- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEl,

- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek;

- Prospektus;

- Prospektus Awal

. Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum
Obligasi.

Berarti laba usaha sebelum pajak, bunga, amortisasi dan depresiasi.

Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan
Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap
derivatif Efek

Berarti Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan
dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan
dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham
baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 20% (dua puluh
persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal
yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut sehingga
penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode
ekuitas  (equity ~method) yang laporan keuangannya tidak
dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan

Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta
menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara
Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek
tersebut.

Berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.

Berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja
biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang
Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian
Perwaliamanatan.

Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada
Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta
perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini
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termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta
Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.

Konfirmasi Tertulis Untuk : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI

RUPO atau KTUR kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk
keperluan menghadii RUPO atau mengajukan permintaan
diselenggarakannya RUPO.

KSEI - Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan Jakarta
Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang
Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan
dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen
Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Konfirmasi Tertulis . Berarti konfirmasi tertulis atas kepemilikan Obligasi dan/atau laporan
saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau
Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening
Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi
dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga
Obligasi, pelunasan Pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan
Obligasi.

Kustodian . Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Obligasi dan harta lain
yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima
pembayaran bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek
dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai
dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan
Bank Kustodian.

Menkumham - Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Merek Dagang : Berarti perusahaan yang ditunjuk untuk memasarkan suatu produk atau
merk tertentu di Indonesia oleh produsen (principle) yang umumnya
berada di luar negeri.

Obligasi . Berarti "Obligasi | Pelindo IV Tahun 2018" dalam jumlah pokok sebesar
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari :

. Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00%
(delapan koma nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,15%
(sembilan koma satu lima persen) per tahun berjangka waktu 7
(tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

- Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,35%
(sembilan koma tiga lima persen) per tahun berjangka waktu 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh
Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat
Jumbo Obligasi.

Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Obligasi
dari masing masing seri Obligasi dan/atau karena pelaksanaan
pembelian kembali sebagai pelunasan dengan memperhatikan syarat-
syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan,
serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan
Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI

Otoritas Jasa Keuangan . Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan
atau OJK wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (UU Nomor 21
Tahun 2011). Sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua belas), fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
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Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga
Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai
dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011,

Berarti pemegang Obligasi | Pelindo IV Tahun 2018 yaitu Masyarakat

yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang

disimpan dan diadministrasikan dalam:

s« Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas
Obligasi; dan/atau

o Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi
atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di
KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak
lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang
Pasar Modal dan Peraturan KSEI

Berarti PT. Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan
penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek
lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai
penggantinya oleh Wali Amanat, sesuai dengan Peraturan Bapepam
dan LK Nomor : IX.C.11

Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Persercan kepada
Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang
Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain
yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Berarti berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan
Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang
Obligasi | Pelindo IV Tahun 2018 No. 44, tanggal 7 Juni 2018
dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di
Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-
penambahannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang sah
yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari
satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk
melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing
masing menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment)
terhadap penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi .

Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan
penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT
Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT
CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi .

Berarti Peraturan Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua
ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali
Amanat dengan Perseroan.

Berarti Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September
dua ribu sepuluh) fentang Ketentuan Umum dan Kontrak
Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Berarti Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
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dan LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh
sembilan Mei dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum.

Berarti Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK Nomor Kep-712/BL/2012 tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam
Desember dua ribu dua belas) tentang pemeringkatan Atas Efek
Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berarti Peraturan Oteritas Jasa Keuangan Nomor 30/POQJK.04/2015
tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas)
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK 04/2014
tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik,
Perseroan.

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014
tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua
puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

Berarti Peraturan OJK No. 56/PQJK.04/2015 tanggal 29-12-2014 (dua
puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan
dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi
Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum
Efek Bersifat Utang

Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi | Pelindo IV Tahun 2018
| Pelindo IV Tahun 2017, No. 33 tanggal 12 April 2018 yang dibuat di
hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di
Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah
yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari

Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal
pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-037/OBL/KSEI/0318 tanggal 12
April 2018 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup berikut
perubahan-perubahannya  dan/atau penambahan-penambahannya
dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh
pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi | Pelindo IV Tahun
2018 No. 32 tanggal 12 April 2018 yang diubah dengan (i) Addendum |
Akta Perjanjian Penjaminan Emis| Obligasi | Pelindo IV Tahun 2018 No.
09 tanggal 7 Mei 2018 dan (i) Addendum Il Akta Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi | Pelindo [V Tahun 2018 No. 45 tanggal 7 Juni 2018,
yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H,
Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan
pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang
bersangkutan di kemudian hari.

Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi | Pelindo 1V Tahun
2018 No. 31 tanggal 12 April 2018 yang diubah dengan (i) Addendum |
Akta Perjanjian Penjaminan Perwaliamanatan Obligasi | Pelindo IV
Tahun 2018 No. 08 tanggal 7 Mei 2018 dan (i) Addendum Il Akta
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi | Pelindo IV Tahun 2018 No. 45
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Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan Pendaftaran
Menjadi Efektif

Perseroan

Perusahaan Efek

Piutang

Pokok Obligasi
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tanggal 7 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyame
Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub
dalam akta inj, berikut perubahan-perubahannya dan/atau
penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-
pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang
bersangkutan di kemudian hari.

Berarti Dokumen pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Emiten dengan
bantuan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Emiten melakukan
Penawaran Umum Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK.04/2017 tentang Dokumen
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk (POJK No. 7),
dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 7, dalam
rangka Penawaran Umum berikut lampiran-lampirannya, termasuk
semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat
dikemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.

Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran
sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu:
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut;

1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:

A. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan
Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah
mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan
yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan
Penawaran Umum; atau

B. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir
yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi;
atau

2. atas dasar pemyataan efekiif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.

Berarti PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), berkedudukan di
Makassar, Sulawesi Selatan.

Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi
Obligasi, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berarti piutang Perseroan berupa pembiayaan konsumen dan/atau
anjak piutang dan/atau sewa operasi dan/atau piutang lainnya sesuai
dengan kegiatan usaha Perseroan.

Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi,
yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum
yang berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu dengan
jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), yang
terdiri dari:

- Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp380.000.000.000,-
(tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah);

- Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp1.820.000.000.000, -
(satu triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah);

- Obligasi Seri C dalam jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,-
(delapan ratus miliar Rupiah);

Kepastian Jumlah Pokok Obligasi dan jumlah masing-masing seri
Obligasi akan ditentukan kemudian dalam addendum perjanjian
perwaliamanatan. Jumlah mana dapat berkurang sehubungan dengan
pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau karena
pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan yang dibuktikan
dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat
sebagaimana diuraikan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum
dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/ 2017 Tentang Bentuk
dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat
Utang.

Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam
Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari
Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenal nilai nominal,
jumlah dan harga penawaran Obligasi, penjaminan emisi Obligasi,
tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan
dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/
2017 Tentang Bentuk dan Isi Prospekius Dalam Rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Utang.

Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/ 2017 Tentang Bentuk dan
Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana
milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan
rekening efek yang ditandatangani olen Pemegang Obligasi.

Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam
Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu
Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp.1,00 (satu
Rupiah) atau kelipatannya.

Berarti Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah
senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Berarti 3 (tiga) Seri Obligasi, yaitu:

¢ Obligasi Seri A dengan jumlah pokok Rp380.000.000.000,- (tiga
ratus delapan puluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A
tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A.

* Obligasi Seri B dengan jumlah pokok Rp1.820.000.000.000,- (satu
triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu
7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri
B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B.

¢ Obligasi Seri C dengan jumlah pokok Rp800.000.000.000,-
(delapan ratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B
tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C.

Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan
Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI
untuk kepentingan Pemegang Cbligasi.

Berarti tanggal penerbitan Obligasi dan penyerahan Sertifikat Jumbo
Obligasi hasil Penawaran Umum beserta bukti kepemilikan Obligasi
yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dalam Penawaran
Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2
(dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.
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Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada
Perseroan yang disetor olen Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi
Obligasi.

Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran masing-masing seri
Bunga Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen
Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum
dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi
yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada
Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yang
kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam addendum perjanjian
perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian
Perwaliamanatan.

Berarti tanggal di mana Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
menetapkan penjatahan Obligasi. Tanggal yang mana selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal berakhimya Masa
Penawaran yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian
Penjaminan Emisi Obligasi, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1995
tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan
puluh lima) tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya.

Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2007
tanggal 16-08-2007 (enam belas Agustus dua ribu tujuh) tentang
Perseroan Terbatas.

Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal yang
dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,
berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima
hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

Ell - PT Equiport Inti Indonesia

KKT  : PT Kaltim Kariangau Terminal
NTS - PT Nusantara Terminal Services

DAFTAR SINGKATAN NAMA ENTITAS ASOSIASI

TPI - PT Terminal Petikemas Indonesia
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Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta calatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus
ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan
yang paling penting bagi Perseroan.

RINGKASAN

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV disingkat Pelindo IV (Persero)
(“Perseroan”’) berkedudukan serta berkantor pusat di Makassar, dahulu merupakan Perusahaan Umum
(Perum), didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1985 tanggal 5 Februari 1985 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1991
tanggal 19 Oktober 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV Menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero), bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perseroan telah diubah menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) dan kemudian didirikan dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Pelabuhan Indanesia IV berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat di hadapan
Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan
Surat Keputusan No. C2-13446.HT.01.01.Th 93 tanggal 10 Desember 1993, dan telah didaftarkan dalam buku
register di Kantor Pengadilan Negeri Kelas | Ujung Pandang pada tanggal 15 Februari 1994 di bawah No.
27/1993/P.T, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 1 Juli 1994,
Tambahan No. 3835 ("Akta Pendirian”).

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. 4 tanggal 15 Agustus 2008, yang
dibuat di hadapan Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-88140.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 20 November 2008
dan telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan Makassar No. 1654/BH/20-23/X11/2008 tanggal
18 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-
0111965.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 ("Akta No. 4/2008")

Perubahan terakhir yang mengubah ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan indonesia IV No. S-18/MBU/1/12017 tentang Perubahan
Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia v
No. 12 tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan yang telah diberithukan ke Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0024435 tanggal 19 Januari 2017 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0007538.AH.01.11 Tahun 2017
tanggal 19 Januari 2017 (“Akta No. 12/2017").

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dalam Pasal 3 Anggaran Dasar  Perseroan sebagaimana  termaktub  dalam
Akta No. 4/2008, Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah:

Melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, serta optimalisasi
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu
tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai
Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

2. Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
utama sebagai berikut:

a. Penyediaan dan/atau pelayanan kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuklalu lintas dan tempat-
tempat berlabuhnya kapal;

b. Penyediaan dan/atau pelayanan jasajasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) dan
penundaan kapal,

c. Penyediaan dan/atau pelayanaan dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkat muat peti
kemas, curah air, curah kering, multi purpose, barang termasuk hewan (general cargo), dan fasilitas
naik turunnya penumpang dan/atau kendaraan;
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d. Penyediaan pelayanan jasa bongkar muat, petikemas, curah cair, curah kering (general cargo), dan
kendaraan;

e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, multi purpose,
penumpang, pelayaran rakyat, dan Ro-Ro;

f  Penyediaan dan/atau pelayanan gudang-gudang dan lapangan penumpukan dan tangki/tempat
penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;

g. Penyediaan dan/atau pelayanan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan, industri dan gedung-
gedung/bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan multi moda;

h. Penyediaan dan/atau pelayanan listrik, air minum dan instasi limbah serta pembuangan sampah;

i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pengisian BBM untuk kapal dan kendaraan di lingkungan
pelabuhan,

j. Penyediaan dan/atau pelayanan kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan,

k. Penyediaan dan pengelolaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
kepelabuhanan;,

I, Pengusahaan dan penyelenggaraan depo peti kemas dan perbaikan, cleaning, fumigasi, serta
pelayanan logistik;

m. Pengusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan sementara.

Selain kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha lain yang dapat
menunjang tercapainya tujuan Perseroan dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki Perseroan, meliputi:

Jasa angkutan;

Jasa persewaan dan perbaikan fasilitas dan peralatan;

Jasa perawatan kapal dan peralatan di bidang kepelabuhan;
Jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (Ship to Ship Transfer) termasuk jasa ikutan lainya;
Properti di luar kegiatan utama kepelabuhan,

Kawasan industri;

Fasilitas pariwisata dan perhotelan;

Jasa konsultan dan surveyor kepelabuhan;

Jasa komunikasi dan informasi;

Jasa konstruksi kepelabuhan;

Jasa forwarding/ ekspedisi;

Jasa kesehatan:

Perbekalan dan catering,

Tempat tunggu kendaraan bermotor dan shuttle bus;

Jasa penyelaman (salvage),

Jasa tally,

Jasa pas pelabuhan;

Jasa timbangan
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Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha
sebagai badan usaha pelabuhan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Keputusan Menteri Perhubungan No. KP No. 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT
Pelabuhan Indonesia |V (Persera) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan tanggal 21 Januari 2011.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi : Obligasi | Pelindo IV Tahun 2018
Jumlah Pokok Obligasi . Sebesar Rp3.000,000.000.000, - (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari:
Obligasi Seri A . dengan jumlah pokok sebesar Rp380.000.000.000,-

(tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah), yang akan
dibayarkan secara penuh (bullet payment) pada
tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A.

Obligasi Seri B . dengan jumlah pokok sebesar
Rp1.820.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus
dua puluh miliar Rupiah), yang akan dibayarkan
secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh
tempo Obligasi Seri B

Obligasi Seri C . dengan jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,-
(delapan ratus miliar Rupiah), yang akan dibayarkan
secara penuh (bullet payment) pada tanggal jatuh
tempo Obligasi Seri C

Xi



Jangka Waktu

Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi

Harga Penawaran

Tingkat Bunga Obligasi

Harga Penawaran

Satuan Pemesanan
Satuan Pemindahbukuan
Pembayaran Kupon Bunga

Hak Senioritas atas Utang

Jaminan

Penyisihan Dana

Pembelian Kembali

N
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- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

- Obligasi Seri C dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal
Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal
Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pembayaran Bunga
Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018,
sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi
akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4
Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri
C.

100% dari nilai Pokok Obligasi.

. Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap 8,00% (delapan koma nol nol
persen) per tahun;

- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,15% (sembilan koma satu
lima persen) per tahun,

- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap 9,35% (sembilan koma tiga
lima persen) per tahun;

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai
nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan
1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap
triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga
Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal
4 Oktober 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan
pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi
Seri A, tanggal 4 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 4 Juli 2028
untuk Obligasi Seri C.

100% dari nilai Pokok Obligasi.

Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Rp1,00 (satu Rupizh) atau kelipatannya.

Triwulanan.

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak
Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak hak
kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara
khusus dengan kekayaan Emiten baik yang telah ada maupun yang akan

ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan
seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang
tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari
menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan
dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak
Pemegang Obligasi adalah Pari Passu tanpa hak preferen dengan hak-hak
kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian
hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan
kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada
di kemudian hari.

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (buy back) Obligasi.

Pembelian Kembali dapat ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk
kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pelaksanaan pembelian
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kembali Obligasi dilakukan melalui bursa efek atau di luar bursa efek.
Pembelian Kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah
tanggal penjatahan. Pembelian kembali Obligasi (buy back) tidak dapat
dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat
memenuhi  ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan
melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian
Perwaliamanatan, kecuali telah mempercleh persetujuan RUPO. Rencana
pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada QJK oleh Perseroan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian
kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru
dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi.
Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat
kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling
lambat 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian
kembali dimulai. Keterangan mengenai pembelian kembali dapat dilihat
pada Bab | Prospektus ini.

Wali Amanat  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perkiraan Masa Penawaran : 28 -29 Juni 2018
Umum

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya
Emisi, akan digunakan sebagai berikut:

1. Sekitar 57% akan digunakan untuk refinancing pokok pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

2 Sekitar 35% akan digunakan untuk pembiayaan program-program investasi PT Pelabuhan Indonesia IV
(Persero) yaitu lanjutan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur Makassar New Port (MNP).

3. Sekitar 8% adalah untuk pembelian alat fasilitas pelabuhan di Terminal Petikemas Bitung, Kendari New
Port dan Cabang Pantoloan.

Penjelasan mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan dapat dilihat dalam Bab |1
Prospektus tentang Rencana Penggunaan Dana.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. S-
18/MBU/1/12017 tentang Perubahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan
(Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV No. 12 tanggal 18 Januari 2017 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz
lwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberithukan ke Menkumham sebagaimana ternyata
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0024435 tanggal 19
Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-
0007538.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Januari 2017 (“Akta No. 12/2017"), struktur permedalan dan
susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham

Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Persentase
(lembar) (Rp) %o
Modal Dasar 10.000.000 10.000.000.000.000 -
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 3.112.085 3.112.085.000.000
Negara Republik Indonesia 3.112.085 3.112.085.000.000 100
Jumlah 3.112.085 3.112.085.000.000 100
Saham Dalam Portepel 6.887.915 6.887.915.000.000

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2017 diekstrak dari laporan keuangan Perseroan, yang merupakan bagian dari Prospektus, yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra yang dalam laporannya tertanggal 8 Mei 2018 dengan opini &‘
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wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Abubakar Sidik, Ak., MS., CPA., CA.
pada tanggal 8 Mei 2018 dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0138.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 diekstrak dari laporan keuangan Persercan, yang merupakan bagian dari Prospektus, yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik dan Indra yang dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2017 dengan
opini wajar tanpa modifikasian. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Indra Soesetiawan, Ak., CPA, CA
pada tanggal 24 Februari 2017 dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0139.

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN 31 Desember
2017 2016
Jumlah Aset 8.342.142.733 7.503.669.748
Jumlah Liabilitas 2.505.834.714 1.887.086.829
Jumlah Ekuitas 5.836.308.019 5.516.582.919
Pendapatan Usaha 3.003.623.037 2.563.679.458
Laba Bersih Tahun Berjalan 428.548.754 330.259.677
Penghasilan Komprehensif Lainnya (7.560.178) 2674291
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 420.988.576 332.933.968
Laba Per Saham 137,48 104,60
Marjin Laba Bersih (x) 18,25 16,37
Marjin Laba Kotor (x) 25,50 18,63
EBITDA/Jumlah Aset (x) 7.54 719
EBITDA/Pendapatan (x) 26,78 26,74
Laba Usaha/Jumlah Ekuitas (x) 11,33 8,89
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan (x) 18,25 16,37
Laba Tahun Berjalan/Total Aset (x) 514 440
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas (x) 7,34 599
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x) 0,43 0,36
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x) 0,30 0,26
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (x) 2,53 2,60

FAKTOR RISIKO

A.

Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan

Risiko utama Perseroan adalah operasional dan proyek.

Risiko usaha Perseroan adalah sebagai berikut:
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Risiko Operasional dan Proyek
Risiko Reputasi

Risiko Keuangan

Risiko Strategis

Risiko Legalitas

Risiko Persaingan

Risiko Investasi atau aksi korporasi
Risiko Perubahan Teknologi

Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Risiko Umum

Risiko Kondisi perekonomian secara makro atau global,

Risiko Perubahan kurs valuta asing;

Risiko Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Emiten;
Risiko Tuntutan atau gugatan hukum

Risiko Kebijakan pemerintah

Risiko Ketentuan negara lain atau peraturan intemasional

Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi

isiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan
karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi
serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi
ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari
memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab VI Prospektus tentang
Faktor Risiko.
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PROSPEK USAHA PERSEROAN

Proyek Strategis Perseroan di masa mendatang:
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0.

Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus di Bitung, Palu dan Ambon;

Pengembangan Pelabuhan Proyek Strategis Nasional yaitu Makassar New Port, Terminal Petikemas
Bitung dan Pelabuhan Pantoloan;

Pengembangan Pelabuhan Jayapura Di Holtekam;

Pengembangan Pelabuhan di lokasi yang baru yaitu Kendari New Port, Halal Port di Ambon dan Makassar
New Port Ultimate;

Pengembangan Pelabuhan Pariwisata;

Pengembangan Bisnis Properti oleh SBU Properti PT Pelindo IV;

Pengembangan Bisnis Pelayanan Kapal oleh SBU Marine Service;

Sinergi Bumn Logistik (Integrasi Ketahanan Logistik);

Menjadikan pelabuhan di wilayah PT Pelindo IV (Persero) terintegrasi melalui Smart Port;

Melanjutkan kegiatan Direct Call melalui Pelabuhan — Pelabuhan di Indonesia Timur seperti melalui
Pelabuhan Makassar, Balikpapan, Jayapura, Ambon dan Bitung;

Kerjasama dengan PT Perikanan Nusantara dalam melaksanakan kegiatan ekspor ikan dari pelabuhan
Tual.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perusahaan memiliki strategi bisinis untuk kedepannya, dengan berfokus kepada kepuasan pelanggan,
meningkatkan laba perusahaan dan determinasi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan
penjabaran sebagai berikut:

1. PUBLIC SERVICE

i.  Penerbitan obligasi untuk meningkatkan kemampuan investasi dan struktur keuangan
i. Ekspansi bisnis baru diluar wilayah perusahaan
ii.  Penerapan windows system di semua wilayah pelabuhan
iv.  Simplifikasi tarif dan standarisasi prosedur pelayanan
v. Digitalisasi pelabuhan dan terminal
vi. Peningkatan status terminal konvensional menjadi terminal petkemas di Ambon, Sorong,
Manokwari, Ternate, Tarakan, Merauke, Gorontalo
vii.  Penyelesaian Program Strategis Nasional : Makassar New Port, Terminal Petikemas Bitung dan
Pantoloan
vii.  Penambahan kapasitas dan fasilitas melalui reklamasi di 7 pelabuhan dan penambahan alat di 9
pelabuhan

2. AGENT OF DEVELOPMENT
i. Memperkuat pelaksanaan program pemerintah terutama dalam hal pemerataan ekonomi dan
menurunkan biaya logistik serta pemberdayaan industri dalam negeri melalui sinergi BUMN
ii. Menginisiasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan yang terintegrasi melalui kerjasama
dengan pemerintah daerah
ii. Menambah Area direct call dan direct export untuk pelabuhan Ambon, Balikpapan, Jayapura,
Merauke, Kendari, Sorong, Pantoloan, Gorontalo, Ternate dan Bitung
iv.  Melakukan bantuan pendidikan/pelatihan sertifikasi (vokasi) untuk menciptakan lapangan kerja
v. Melakukan upaya penurunan harga ditingkat konsumen dalam rangka mengurangi disparitas
harga melalui armada komersial (untuk mengurangi subsidi pemerintah)
vi. Pemberdayaan peran swasta dalam aktifitas pelayanan umum diluar core bisnis perusahaan
(TUKS dan Tersus)
vii.  Memperluas kegiatan forum bisnis Pelindo dan Pemerintah Daerah KTI
viii.  Melanjutkan program Kerjasama pemanfaatan antara Pelindo IV dan Perhubungan Laut

Menginisiasi sinergi antara pelabuhan dan kawasan industri untuk pembentukan PLB.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN

Nama Domisili Bidang Usaha Persentase Tahun Pendirian Status
Perusahaan Kepemilikan dan Penyertaan
R es e n SR S R = ENTITAS ANAK e |
Ell Makassar Kegiatan Pengusahaan di 100% 2012 Beroperasi
Pelabuhan
xv
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KKT Balikpapan Bongkar Muat Pelabuhan 50% 2012 Beroperasi
NTS Makassar Bongkar Muat Pelabuhan 98,98% 2013 Beroperasi
: ENTITAS ASOSIASI
TPI Jakarta Kegiatan Pengusahaan di 25% 2013 Belum
Pelabuhan Beroperasi
WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan,
yaitu karena kepemilikan Pemerintah, namun tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam
jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai jumlah Obligasi yang diwaliamanati sebagaimana
dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008
tentang Peraturan No. VI.C.3 : Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang
dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga
yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

a.

Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali
ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi
dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun
di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda
tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus
enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen)
dari jumlah obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau
Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, berhak
untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat
acara yang diminta dan dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui
Pemegang Rekening serta dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat. Dengan ketentuan
sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam
KTUR tersebut dan pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat
persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap Obligasi sebesar Rp1- (satu Rupiah) berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO
mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan
oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), berdasarkan surat Pefindo No. RC-387/PEF-DIR/IV/2018
tanggal 3 April 2018, untuk periode 2 April 2018 sampai dengan 1 April 2019. Hasil pemeringkatan atas surat
hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAA
(Double A)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat yang melakukan
pemeringkatan atas Obligasi ini. Perseroan juga akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1
(satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana diatur dalam Peraturan
Nomor IX.C.11.
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. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM
OBLIGASI | PELINDO IV TAHUN 2018
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri.
Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

SeriA : Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 5
(lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar
Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full
Commitment). Pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk
Obligasi Seri A yaitu pada tanggal 4 Juli 2023,

Seri B . Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun berjangka waktu
7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar
Rp1.820.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Fuil
Commitment). Pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh (bulfet payment) sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk
Obligasi Seri B yaitu pada tanggal 4 Juli 2025,

SeriC ! Obligasi dengan tingkat bunga sebesar 9,35% (sembilan koma tiga lima persen) per tahun berjangka waktu
10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar
Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment).
Pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh (bulflet payment) sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C
yaitu pada tanggal 4 Juli 2028.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2018 sedangkan Pembayaran Bunga Obligasi
terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 4 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4
Juli 2025 untuk Obligasi Seri B dan 4 Juli 2028 untuk Obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet
payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa,
maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi lersebut
merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan
perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari
Kalender.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah mempercleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo™):
id AA
(Double A)
Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab | Prospekius ini

PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Kepelabuhanan

Berkedudukan di Makassar, Indonesia

. PELINDO 4 ;
[ A A e e s R )

Kantor Pusat :

JI. Soekarno No. 1
Makassar, Sulawesi Selatan - 90173
Tel. (+62411)-3616549
Fax. (+62411) 3619044
Website : www.inaport4.co.id
E-mail : humas@inaport4.co.id

Cabang:
Memiliki 25 (dua puluh lima) Cabang yang tersebar di 11 (sebelas) Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL DAN PROYEK
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NAMA OBLIGASI
"QObligasi | Pelindo IV Tahun 2018’

JANGKA WAKTU

Perseroan menawarkan Obligasi | Pelindo IV Tahun 2018 dalam 3 (tiga) Seri yaitu, Obligasi Seri A dengan
jangka waktu 5 (lima) tahun, Obligasi Seri B dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun, dan Obligasi Seri C dengan
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas
nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama
KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi
dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti
kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI,
Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari
3 (tiga) Seri yaitu:

Obligasi Seri A : Jumlah pokok sebesar Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah)

Obligasi Seri B : Jumlah pokok sebesar Rp1.820.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar
Rupiah)

Obligasi Seri C : Jumlah pokok sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah)

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali
sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN

100,00% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke Seri A Seri B Seri C

1 4 Okfober 2018 4 Oktober 2018 4 Qktober 2018
2 4 Januari 2019 4 Januari 2019 4 Januari 2019
3 4 April 2019 4 April 2019 4 April 2019
4 4 Juli 2019 4 Juli 2019 4 Juli 2019

] 4 Oktober 2019 4 QOktober 2019 4 QOktober 2019
6 4 Januari 2020 4 Januari 2020 4 Januari 2020
7 4 April 2020 4 April 2020 4 April 2020
8 4 Juli 2020 4 Juli 2020 4 Juli 2020

9 4 Oktober 2020 4 Oktober 2020 4 Oktober 2020
10 4 Januari 2021 4 Januari 2021 4 Januari 2021
1 4 April 2021 4 April 2021 4 April 2021
12 4 Juli 2021 4 Juli 2021 4 Juli 2021
13 4 Oktober 2021 4 Oktober 2021 4 Oktober 2021
14 4 Januari 2022 4 Januari 2022 4 Januari 2022
15 4 April 2022 4 April 2022 4 April 2022
16 4 Juli 2022 4 Juli 2022 4 Juli 2022
17 4 Oktober 2022 4 QOktober 2022 4 Oktober 2022
18 4 Januari 2023 4 Januari 2023 4 Januari 2023
19 4 April 2023 4 April 2023 4 April 2023
20 4 Juli 2023 4 Juli 2023 4 Juli 2023
21 4 QOktober 2023 4 Oktober 2023
22 4 Januari 2024 4 Januari 2024
23 4 April 2024 4 April 2024
24 4 Juli 2024 4 Juli 2024
25 4 Oktober 2024 4 Qktober 2024
26 4 Januari 2025 4 Januari 2025
27 4 April 2025 4 April 2025
28 4 Juli 2025 4 Juli 2025
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Bunga Ke Seri A Seri B Seri C
29 4 Qktober 2025
30 4 Januari 2026
31 4 April 2026
32 4 Juli 2026
33 4 Oktober 2026
34 4 Januari 2027
35 4 April 2027
36 4 Juli 2027
37 4 QOktober 2027
38 4 Januari 2028
39 4 April 2028
40 4 Juli 2028

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi obligasi secara
elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga
ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan
dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar
Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan
perdagangan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik
barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian- hari
menjadi jaminan- bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah Pari Passu tanpa hak preferen dengan hak-
hak kreditur Perseroan lainnya balk yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur
Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan
ada di kemudian hari.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu
tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur Emiten lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Emiten yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Emiten baik
yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
Perseroan mempunyai hutang senioritas sebesar Rp1.427.176.507.629,- (satu triliun empat ratus dua puluh
tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan Rupiah),
berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Emiten per tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember tahun
dua ribu tujuh belas) yang mempunyai hak keutamaan atau preferen dengan keterangan sebagai berikut:

Kreditur Persyaratan Pelunasan Saldo per Jatuh Tempo
31 Desember 2017

PT Bank Mandifi e Pelunasan setelah 3 (tiga) tahun sejak Rp1.248.818.605.682 15 April 2023

(Persero) Tbk tanggal penandatanganan Perjanjian
dikenakan penalty sebesar 0,00% (nol
persen) per tahun.

+ Pelunasan dibawah 3 (tiga) tahun sejak
tanggal penandatanganan Perjanjian
dikenakan penalty sebesar 2,00% (dua
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persen) per tahun dari nominal yang

dilunasi.

e Apabila sumber pelunasan dipercepat
dibawah 3 (tiga) tahun sejak tanggal
penandatanganan Perjanjian berasal dari
sebagai berikut;

1. Dana Internal Perseroan atau excess
cash flow;

2. Dana Initial Public Offering (IPO) dan
hasil penerbitan obligasi, dengan
memberikan  kesempatan pertama
kepada Mandiri Sekuritas (First Right of
Refusal) untuk bertindak sebagai
arranger/underwriter/co-underwriter
dalam pembiayaan kembali tersebut;
maka Perseroan dikenakan penalti
sebesar 0,00% (nol persen) per tahun.

s Perseroan dapat melakukan pelunasan
dipercepat apabila memberitahukan secara
tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat
belas) hari kerja bank sebelumnya.

PT Bank Rakyat e Pelunasan dipercepat atas fasilitas ini tidak Rp178.357.901.847 15 April 2021
Indonesia ( akan dikenakan denda atau penalti.
Persero) Tbk s Perseroan dapat melakukan pelunasan

dipercepat dengan cara memberikan

permohonan tertulis kepada PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbhk sebelum melakukan

pelunasan.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak
melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Perwaliamanatan yaitu:

a. Current Ratio (CR) = 1 (satu) kali - Current Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dan
kewajiban lancar.

b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) = 100% (seratus persen) - Debt Service Coverage Ratio
adalah perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman. "EBITDA" berarti laba
sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi.

c. Debt to Equity Ratio (DER) < 2,5 (dua koma lima) kali - Debt to Equity Ratic adalah perbandingan
antara total hutang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah)
dibagi total ekuitas.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan
oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), berdasarkan surat Pefindo No. RC-387/PEF-DIR/IV/2018
tanggal 3 April 2018, untuk periode 2 April 2018 sampai dengan 1 April 2019. Hasil pemeringkatan atas surat
hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAA
(Double A)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat yang melakukan
pemeringkatan atas QObligasi ini. Perseroan juga akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1

(satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas sebagaimana diatur dalam Peraturan
Nomor IX.C.11.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
Sebelum dilunasinya semua Jumlah Yang Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan

Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali
Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

ﬁQEQ
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Bahwa Persercan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai
berikut:
a) Memberikan jaminan perusahaan (corporafe guarantee) atau menjaminkan atau membebani aset
Perseroan kecuali :
i) Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sendiri sehari-hari.
i) Jaminan perusahaan yang telah berjalan;
i) Jaminan perusahaan yang diberikan untuk pembiayaan dengan skema project financing,
iv) Pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan security ratio berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan.

b) Membuat hutang baru, kecuali pembuatan hutang baru tersebut tidak mengakibatkan rasio keuangan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam poin 8.3 huruf ¢ Perjanjian Perwaliamanatan yaitu:

a. Current Ratio (CR) = 1 (satu) kali - Current Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dan
kewajiban lancar.

b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2 100% (seratus persen) - Debt Service Coverage Ratio
adalah perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman. “EBITDA" berarti laba
sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi.

¢. Debt to Equity Ratio (DER) < 2,5 (dua koma lima) kali - Debt to Equity Ratio adalah perbandingan
antara total hutang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah)
dibagi total ekuitas.

c) Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya
Perseroan, kecuali (i) hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat dan kondisi
Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan
mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (surviving company). Dalam hal Perseroan bukan
merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Obligasi tersebut dialihkan secara sah kepada
perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut harus memiliki aktiva dan kemampuan yang
memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Obligasi, (i) penggabungan atau konsolidasi tersebut
disyaratkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau diperintahkan oleh lembaga
pemerintahan yang berwenang (termasuk antara lain Kementerian Badan Usaha Milik Negara); (iii)
penggabungan atau konsolidasi dalam rangka restrukturisasi internal Perseroan.

d) Mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari usaha inti Perusahaan, kecuali perubahan
usaha tersebut disyaratkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau diperintahkan oleh
lembaga pemerintahan yang berwenang (termasuk antara lain Kementerian Badan Usaha Milik
Negara)

e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain
kecuali: (i) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan. Yang
dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha
utama sesuai dengan anggaran dasar Perseroan; (ii) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan
dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah
Republik Indonesia: (i) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian,
termasuk penghapus bukuan (write-off); (iv) Penyertaaan pada Anak Perusahaan yang telah ada
maupun yang akan dibentuk; (v) Rencana penjualan atau pengalihan aktiva tersebut telah
diungkapkan pada Prospektus Penawaran Umum Obligasi.

f) Mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih
tinggi dari Obligasi, kecuali untuk kegiatan usaha sehari-hari dan/atau adanya kebijakan Pemerintah
yang berlaku bagi Perseroan dan pengeluaran obligasi atau instrumen hutang lain tersebut tidak
mengakibatkan rasio keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3 huruf ¢ Perjanjian
Perwaliamanatan terlampaui.

g) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain,
kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya, kepada Anak
Perusahaan Emiten yang telah ada atau yang akan dibentuk atau sehubungan dengan pembangunan
fasilitas usaha Emiten, telah diungkapkan pada Prospektus Penawaran Umum Obligasi dan pinjaman
kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan atau sepanjang diperintahkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berlaku.

Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam point 1 - Pasal ini akan diberikan oleh Wali
Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen

pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permochonan persetujuan
tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat
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belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penoclakan atau permintaan
tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah
memberikan persetujuannya; dan

Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau
penolakan wajib diberkan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah
data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam
waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan
dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini dan selama belum dilunasinya semua Pokok
Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan berkewajiban
untuk:

1).
2).

3).

6).

7).

8).

Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan

dengan Emisi Obligasi.

Menyetorkan sejumiah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran

Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (in good fund) sebelum

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI

dan menyerahkan kepada Wali Amanat bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila

sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan wajib membayar denda atas kelalaian

pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku

Bunga Obligasi masing-masing seri per tahun. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan

ketentuan bahwa satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah

30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.

Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan

kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang

telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang

diserahkan kepada Wali Amanat, sebagai berikut:

a. Current Ratio (CR) = 1 (satu) kali - Current Ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dan
kewajiban lancar.

b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2 100% (seratus persen) - Debt Service Coverage Ratio
adalah perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman. ‘EBITDA’ berarti laba
sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi.

¢ Debt to Equity Ratio (DER) < 2,5 (dua koma lima) kali - Debt to Equity Ratio adalah perbandingan
antara total hutang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah)
dibagi total ekuitas.

Menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dengan usaha terbaik Perseroan mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai

perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan

dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha
utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin
tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.

Tidak mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, kecuali telah disetujui oleh Rapat

Umum Pemegang Saham Perseroan.

Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia dan memelihara catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan

tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan dan diterapkan secara konsisten dan terus-menerus

Segera memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat selambat lambatnya dalam jangka waktu 3

(tiga) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

i) Setiap kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak

negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan

iiy  Setiap terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan

dan atau setiap terjadinya kelalaian Perseroan atas perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan
menjadi pihak dimana kelalaian tersebut mempengaruhi kewajiban Perseroan dalam melakukan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan

Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat lambatnya dalam jangka waktu 7

(tujuh) Hari Kerja setelah kejadian kejadian berikut berlangsung

a. adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan perubahan Anggaran

Dasar atau susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, perubahan pemegang saham utama
Perseroan dan menyerahkan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akta
tersebut diterima cleh Perseroan
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9).
10).

11).

12).

13).

14).
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b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, arbitrase, dan perburuhan yang melibatkan
Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam
menjalankan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan

Membayar semua kewajiban pajak, restribusi dan kewajiban Perseroan lainnya kepada Pemerintah
Republik Indonesia
Menyerahkan kepada wali amanat:

a  salinan dari laporan laporan termasuk laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan
informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan, bursa efek di mana obligasi Perseroan dicatatkan, dan KSEI,
dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan laporan tersebut
diserahkan kepada pihak pihak yang disebutkan di atas.

b. laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan selambat lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender
setelah tanggal buku Perseroan berakhir atau bersamaan dengan tanggal penyerahan laporan
keuangan konsolidasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang mana yang lebih dulu

c. laporan keuangan konsolidasi tengah tahunan dan atau laporan keuangan 3 (tiga) bulanan yang

disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek,

atau selambat lambatnya:

i. pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan, jika tidak disertai

dengan laporan akuntan; atau

i. pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan tengah tahunan, jika disertai dengan

laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau

iii. pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan tengah tahunan, jika disertai dengan

laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan;

laporan-laporan lain yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

e. Segera setelah penutupan laporan keuangan tahunan, surat pernyataan yang ditandatangani
oleh Direksi Perseroan tentang kejadian-kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang
dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi termasuk akan tetapi tidak terbatas
pada:

i. pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan
kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau jikka ada
pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;

i. pemyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh batasan dan
kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau sesuai dengan
persyaratan Obligasi;

i. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan
Obligasi atau sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian
yang berhubungan dengan penerbitan Obligasi yang harus dilaksanakan atau jika ada,
uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut,

iv. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan
sehubungan dengan penerbitan Obligasi atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian
tersebut;

v. pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan
yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Obligasi yang pertama kali, atau jika ada, uraian
mengenai kejadian-kejadian tersebut.

Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan yang sewaktu-waktu
diminta oleh Wali Amanat yang berkaitan dengan operasl, keadaan keuangan dan aktiva Perseroan
atau laporan berkala Perseroan kepada Wali Amanat.

Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa
mengasuransikannya kepada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat
dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan yang berlaku umum pada bisnis yang sejenis
dan memberikan laporan kepada Wali Amanat mengenai seluruh harta kekayaan Perseroan berikut
dengan asuransi yang melindungi harta kekayaan tersebut diatas

Memberi ijin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja selama jam kerja, melakukan kunjungan
langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas fjin dan catatan keuangan sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Perseroan yang diajukan sekurangnya 5 (ima) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan, namun
apabila  Perseroan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian
Perwaliamanatan maka Wali Amanat akan memberitahukan rencana kunjungan dimaksud sekurang-
kurangnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan dan Perseroan wajib memberikan
keterangan dan data yang diminta oleh Wali Amanat sesuai dengan tugas dan fungsi Wali Amanat
dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Biaya-biaya yang terkait dengan
kunjungan tersebut menjadi beban Perseroan.

Melakukan pemeringkatan ulang atas Obligasi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang
terdaftar di atau Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

a. pemeringkatan atas Obligasi yang dilakukan setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi
(pemeringkatan mana harus diajukan permohonannya kepada lembaga pemeringkatan yang
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bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku hasil
pemeringkatan sebelumnya

b. atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan

c. atas permintaan tertulis dari Wali Amanat dalam hal terjadinya peristiwa material pada
Perseroan yang dapat dibuktikan dan hal tersebut dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban
Perseroan terhadap Pemegang Obligasi dan Perseroan menyampaikan hasil pemeringkatan
tersebut kepada Wali Amanat dan Otoritas Jasa Keuangan selambat lambatnya 7 (tujuh) Hari
Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan.

15). melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor 1X.C.11, yang wajib dipatuhi

oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan yaitu:
a. Pemeringkatan Tahunan
i, Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas
Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya
masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh
kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan
i Dalam hal peringkat Obligasi yang diperolen berbeda dari peringkat sebelumnya,
Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek
paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir,
mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan (2) penjelasan
singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
b. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
i Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada
masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2
(dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut: (1)
Peringkat baru dan (2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya
peringkat baru
i, Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan,
c. Pemeringkatan ulang
i, Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan
peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (o) huruf a)
butir i dan huruf b) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang
dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-
2(dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud
i, Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari
peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib  mengumumkan kepada  masyarakat
paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah
diterimanya peringkat dimaksud.
atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan apabila ada
perubahan terhadap peraturan Bapepam dan LK nomor IX.C.11.

16). mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang

HEY

dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat terhadap Persercan
dan Perseroan dengan usaha terbaiknya harus atau akan tunduk kepadanya.

setelah Perseroan menerima pemberitahuan pembayaran dari  Wali Amanat, Perseroan
menyampaikan kepada Wali Amanat suatu surat yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk
melaksanakan kewajiban membayar Pokok dan atau bunga obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari
Kerja setelah tanggal penerimaan pemberitahuan pembayaran dari Wall Amanat.

KELALAIAN PERSEROAN

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

Point 1 huruf a dan b, ketentuan ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus
selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai
dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa
adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima
oleh Wali Amanat; atau

Point 1 huruf d, e, f, dan g ketentuan ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus
menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat
sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau
tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan
diterima oleh Wali Amanat; atau

Point 1 huruf ¢ ketentuan ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam
waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum,
sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari
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Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaikif/dihilangkan keadaan
tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat
disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang
Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk
memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima
penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPQ berikutnya untuk
membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO
berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam
waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

1) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih
dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:

a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran
Bunga Obligasi dan/atau melunasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; atau

b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan
krediturnya (cross-defauit) dalam jumlah hutang melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari
Ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang
berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya
menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar
kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

c. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan
Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau

d. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau
keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Material tidak sesuai dengan kenyataan
atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan;.

e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau
mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau
telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau;

f. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan
tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan
hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan
dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-
kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan
membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara
Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

2) Apabila Perseroan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membubarkan diri
melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan dalam keadaan pailit maka Wali
Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan
mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat
dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi
jatuh tempo dengan sendirinya.

3) Apabila Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan
yang berwenang, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan
Pemegang Obligasi ikut serta dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) dan
mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat
dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi
jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku
ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.



1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai
perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara
atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jaminan yaitu dari jaminan umum
menjadi jaminan khusus, dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4.

b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan
pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu
kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil
tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

¢.  memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan
Perjanjian Perwaliamanatan,

d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam
penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan

e Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat
dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.

2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih
dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum di lunasi (termasuk didalamnya
jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak
termasuk Obligasi yang dimilki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan
permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli
KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak
diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan
permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang
tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan olen KSEI tersebut hanya dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

b. Perseroan

c.  Wali Amanat; atau

d OJK

3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan
secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal
diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat waijib melakukan panggilan untuk RUPO.

4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan
RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada
pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah
diterimanya surat permohonan.

5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:

a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender
sebelum pemanggilan.

b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO,
melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional.

¢. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender
sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya
telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPQ dan mengungkapkan informasi antara lain:
(1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;

(2) agenda RUPO;

(3) pihak yang mengajukan usulan RUPQC;

(4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan

(5) kuorum yang diperiukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.

e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling
lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO:

a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri
RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEL

¢. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
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d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSE| dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat
dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO
sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari
Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang
penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu)
Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO,
dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan
suara sejumliah Obligasi yang dimilikinya.

f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali
Wali Amanat memutuskan lain.

g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan
dalam kuorum kehadiran.

h. Sebelum pelaksanaan RUPO:

_  Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak
termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali
Amanat.

_  Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi
yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);

— Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban
untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi
(termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki
hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan
Perseroan.

i, RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara
Perseroan dan Wali Amanat.

j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.

k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris
untuk membuat berita acara RUPO.

I Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka
RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO
tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut
diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk
membuat berita acara RUPO.

7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perj